SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

KEFUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TENTANO

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menirnbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentusn Pasal 13
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Interri  Pemerintah di  Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai tentang Pemfoentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
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Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan TJndang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Peruhahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
fiori Woii]/-ofn  Mo”iorii | Jhidnni™
Undang Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Viapt*o Republik Indoncsiin oo
sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
h» Aripoin  TflhoTl o003 INMOTTIOT™
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum  Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum,
rvmtoik oo Drt\m Vo inici
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Keija Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
po-mii[iOTi Umum Pfovifi®i Hhti Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Pungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Keija Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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Menetapkan

KESATU

4.

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855
Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang terdiri dari:

. Ketua Pengarah;

. Wakil Ketua Pengarah;

. Anggota Pengarah;

. Penanggungjawab;

Ketua;

. Anggota,;

N~ o 00N WN R

. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2.

Susunan Keanggotan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Interri  Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
mpnomabn  ha&ian vago -tirlak tfnpisfthkan  dari

Keputusan Ini.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan UmumKabupaten Sinjai sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1 melaksanakan koordinasi intem tahapan
[y e o 2B e Qiofarn £ irintinon Infa-rn
Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan;

2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intem Pemerintah; dan

3 TI?L koHTBKfiT Vnn-rritTiooi Rosoti
Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas

sebagai berikut:

Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem
wenrear FINKNAN INfC arennovi MMME cooi ini
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak
yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah.

Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
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a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Interri Pemerintah agar
sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana
tindak yang telah di susun;

b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap
ppriyplpncroaraan Pgmprintatr,fnr>

c. melaporkan Sistem hasil Pengendalian
penyelenggaraan Intem Sistem Pengendalian
intem Pemerintah kepada Ketua Pengarah,

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu dalam mengarahkan penyusunan
kebijakan dan penyelenggaraan Sistem
bon nrarnanunn  infe e v nNmMmM
dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak
yang telah disusun;

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah kepada Wakil
Fofuo Donnronol-i
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
a. bertanggung jawab dalam efektivitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan Pemerintah;
Qinfarn PaTirarinniin‘n I'nfQ rri rnalo irii
terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah kepada Ketua
Pengarah.
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5 Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta
jadwai kegiatan penyelenggaraan Sistern
Pengendalian Interri Pemerintah sesuai dengan
arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan tim Satuan Tugas;

c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring
penyelenggaraan Sistem Pemerintah pada Sub
Bagian; Pengendalian Intera

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan
Tugas Pembinaan  Penyelenggaraan  Sistem
Dori monrinlinn Irti oe Parrren
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah kepada
Penanggung Jawab.

A Atinrirofo nro-n j-il ooKorrot

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan
kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan
Sistem Pengendalian Intera Pemerintah dalam
setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian,;

Knnfn nm m otrinnfm i nenerrac rxalolronrtnriri
kegiatan Sistem Pengendalian Intera Pemerintah
di masing-masing Sub Bagian,;

d. membantu menyelenggarakan kegiatan

Pengendalian sesuai dengan ukuran,
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kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi
masing-masing Sub Bagian;

e. mendokumentasikan peiaksanaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah;

f mangisi kartu kendali sesuai dengan Dbasii
identifikasi kartu kendali; dan

g. membantu menyusun penyelenggaraan laporan
Sistem Pengendalian Pemerintah kepada Ketua
Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan
tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai

a. Mengkompilasi Kartu Kendali sesuai dengan hasil
identifikasi kartu kendali; dan
b. Mengunggah Kartu Kendali dan dokumen
pendukung pada aplikasi e-SPiP
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal: 22 Oktober 2025

KETUA KOM1S1 PEM1LIHAN UMUM
ivi Vi-/V/illVv i Hj Wi 0 Ti%iu/Vi

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Asimya
SEKRETAR1AT KOMIS1 PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pernii
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 31 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO

NAMA

Muhammad Rusmin, S.Pd,
M.M

Makkarumpa Bahar, S.H.

Awaluddin S.Kom.Il., M.PdJ

Supratman, S.Pd.

Nikmah Zen, S.E.

Nurkhaeriyyah, S.HI.,MM.

Andi Ahmad Saeid,
S.So0s.,MM.

Yusran, S.E

JABATAN

Ketua KPU Kabupaten
Sinjai

Anggota KPU Kabupaten
Sinjai Divisi Hukum dan
Pengawasan

Anggota KPU Kabupaten
Sinjai Divisi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu
Anggota KPU Kabupaten
Sinjai Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia

Anggota KPU Kabupaten
Sinjai Divisi
Perencanaan, Data, dan
Informasi

Sekretaris KPU
Kabupaten Sinjai

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan
Logistik
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DALAM SATGAS

Ketua Pengarah

Wakil Ketua
Pengarah

Anggota Pengarah

Anggota Pengarah

Anggota Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota
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Kepala Sub Bagian
Partisipasi, Hubungan

9 ldariani, SE Masyarakat dan Sumber Anggota
Daya Manusia
Kepala Sub Bagian

10 Fatmawati, S. Kom Perencanaan ,Data, dan Anggota

Informasi
Anggota merangkap
Operator Sistem
Pengendalian Intem
Pemerintah

Sarah Aziza Wardanhi DH Staf Sub Bagian Teknis
11. Penyelenggaraan Pemilu

Pash H.
asha, S dan Hukum

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 22 Oktober 2025

KETUA KOMIS1 PEMILIHAN UMUM
Ut 01O,

ttd

MUHAMMAD KUSMI1N

Salinari Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
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